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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis 

lakukan, berangkat dari uraian yang telah ditetapkan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulkan sebagai berikut: 

1. Faktor ketidakterdistribusian Formulir C6 dalam Pilkada di Kecamatan 

Talamau dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling berkaitan. 

Ketidakterdistribusian Formulir C6 di Kecamatan Talamau terutama 

dipengaruhi oleh persoalan administratif berupa ketidakakuratan data 

DPT. Hal ini terjadi karena adanya ketidaksinkronan data antara KPU, 

Disdukcapil, dan Kemendagri, sehingga masih terdapat pemilih yang 

telah meninggal dunia atau pindah domisili namun tetap tercatat dalam 

daftar. Kondisi tersebut berdampak langsung pada proses distribusi 

formulir, karena data pemilih yang menjadi dasar penyaluran tidak 

sesuai dengan realitas di lapangan.Faktor geografis yang ditandai 

dengan sulitnya akses ke daerah-daerah terisolir, dan jarak tempuh 

yang jauh sehingga menyulitkan petugas dalam menyalurkan formulir 

tepat waktu. 

2. Adapun dampak ketidakterdistribusiannya Formulir C6 dalam 

Pemilukada Pasaman Barat tahun 2024 di Kecamatan Talamau adalah 

memberikan implikasi langsung terhadap tidak terpemenuhinya hak 

pilih masyarakat. Kondisi ini memunculkan kebingungan, menurunkan 

partisipasi, dan kehilangan hak suara yang dijamin UU, terutama di 

kalangan pemilih lanjut usia serta mereka yang tinggal di daerah 

terpencil. 
3. Upaya yang dilakukan KPU dalam mencegah kecurangan yang 

disebabkan oleh penyelenggara pemilu pada Pilkada Pasaman Barat 

Tahun 2024 di Kecamatan Talamau menunjukkan adanya langkah 

strategis berupa penguatan regulasi dan SOP, meskipun dalam 
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pelaksanaannya masih menghadapi berbagai keterbatasan SDM dan 

infrasruktur. KPU menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan 

penyusunan SOP di semua tingkatan penyelenggara serta menyusun 

dan memperketat standar operasional prosedur (SOP) pada setiap 

tahapan pemilu, mulai dari pusat hingga TPS. 

5.2 Saran 

1. Untuk mengatasi ketidakterdistribusian Formulir C6 di Kecamatan 

Talamau, disarankan agar KPU meningkatkan koordinasi dan 

sinkronisasi data pemilih dengan Disdukcapil serta Kemendagri, 

sehingga akurasi DPT dapat lebih terjamin dan tidak lagi memuat 

pemilih yang telah meninggal dunia atau pindah domisili. Selain itu, KPU 

perlu menyiapkan strategi distribusi khusus bagi wilayah dengan 

kondisi geografis sulit dijangkau, misalnya dengan menambah jumlah 

petugas lapangan, menyediakan sarana transportasi memadai, serta 

menerapkan sistem monitoring agar distribusi formulir dapat dilakukan 

tepat waktu. 
2. Untuk menghindari menurunnya motivasi pemilih dalam menggunakan 

hak pilih akibat tidak diterimanya Formulir C6, KPU disarankan 

memperkuat sistem distribusi agar formulir benar-benar sampai ke 

seluruh pemilih. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif, 

terutama bagi pemilih lanjut usia dan masyarakat di daerah terpencil, 

agar mereka memahami bahwa hak pilih tetap dapat digunakan 

meskipun tidak menerima Formulir C6 dengan membawa KTP-el atau 

identitas lain yang sah. 
3. Disarankan agar KPU terus memperkuat regulasi dan memperjelas SOP 

pada setiap tingkatan penyelenggara pemilu, mulai dari pusat hingga 

TPS. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM serta 

penyediaan infrastruktur pendukung agar pelaksanaan SOP dapat 

berjalan efektif. Dengan demikian, potensi kecurangan yang disebabkan 

oleh penyelenggara pemilu dapat diminimalisir. 
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